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ABSTRAK 
Pendekatan berbasis komunitas semakin mendapatkan 
pengakuan sebagai respons strategis terhadap 
kompleksitas, multidimensionalitas, dan spesifisitas 
konteks permasalahan sosial di Indonesia. Pendekatan ini 
menekankan pentingnya partisipasi, kolaborasi, dan 
pemberdayaan dalam seluruh siklus manajemen program 
sosial. Artikel ini menyajikan tinjauan literatur sistematis 
terhadap artikel ilmiah yang diterbitkan pada rentang 
waktu 2015 hingga 2024 untuk mengkaji praktik, 
tantangan, dan peluang dalam penerapan pendekatan 
berbasis komunitas dalam konteks program sosial di 
Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan 
partisipatif mendorong keterlibatan masyarakat, namun 
masih dominan bersifat simbolik, terutama terbatas pada 
tahap implementasi. Pendekatan kolaboratif 
berkontribusi terhadap sinergi antar pemangku 
kepentingan dan pemanfaatan sumber daya bersama, 
tetapi efektivitasnya bergantung pada kapasitas 
institusional dan keberlanjutan komitmen aktor lokal. 
Sementara itu, pendekatan pemberdayaan berpotensi 
mendorong kemandirian dan agensi masyarakat, namun 
masih dihadapkan pada kendala struktural seperti 
kesenjangan akses terhadap sumber daya, keterbatasan 
kapasitas, dan lemahnya respons kebijakan. Kajian ini 
menegaskan bahwa keberhasilan pendekatan berbasis 
komunitas sangat dipengaruhi oleh strategi yang adaptif, 
sensitif terhadap konteks lokal, dan berorientasi jangka 
panjang. Diperlukan integrasi antara pendekatan 
partisipatif, kolaboratif, dan pemberdayaan secara 
simultan untuk mendorong pengembangan sosial yang 
transformatif dan inklusif. 
  
Kata kunci: pendekatan partisipatif, pendekatan 
kolaboratif, pemberdayaan masyarakat, manajemen 
program sosial 

  

ABSTRACT 
Community-based approaches have gained increasing 
recognition as strategic responses to the complexity, 
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multidimensionality, and contextual specificity of social 
problems in Indonesia. These approaches emphasize 
participation, collaboration, and empowerment throughout 
the entire social program management cycle. This article 
presents a systematic literature review of scholarly articles 
published between 2015 and 2024 to examine the practices, 
challenges, and opportunities associated with the 
implementation of community-based approaches in 
Indonesian social programs. The findings indicate that 
participatory approaches encourage community 
involvement but tend to remain symbolic, primarily limited 
to the implementation phase. Collaborative approaches 
foster synergy among stakeholders and shared resource 
utilization, yet their effectiveness largely depends on 
institutional capacity and sustained local actor 
commitment. Meanwhile, empowerment approaches show 
potential in promoting community agency and self-
reliance, but they continue to face structural constraints 
such as unequal access to resources, limited capacities, 
and weak policy responsiveness. This review underscores 
that the success of community-based approaches is highly 
influenced by adaptive strategies that are context-sensitive 
and long-term oriented. The integration of participatory, 
collaborative, and empowerment approaches is essential to 
advance transformative and inclusive social development. 
  
Key word: participatory approach, collaborative 
approach, community empowerment, social program 
management 

  

PENDAHULUAN 

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia 
sebagai negara berkembang terus 
menghadapi tantangan sosial yang 
kompleks, dinamis, dan multidimensional. 
Persoalan yang berkaitan dengan elemen-
elemen pendukung kesejahteraan sosial 
masih menjadi isu dominan dalam agenda 
pembangunan nasional, seperti 
kemiskinan, ketimpangan sosial, 
pengangguran, kekerasan berbasis gender, 
keterbatasan akses terhadap layanan dasar, 
serta kerentanan kelompok marjinal. 
Menurut data Badan Pusat Statistik (2025), 

jumlah penduduk miskin pada September 
2024 mencapai 24,06 juta jiwa. Meskipun 
tingkat kemiskinan tidak 
merepresentasikan keseluruhan persoalan 
sosial di Indonesia, namun isu ini tetap 
krusial karena bersifat multidimensional 
dan berpotensi menimbulkan persoalan 
lanjutan yang menghambat keberfungsian 
sosial individu maupun kelompok. Selain 
itu, kesenjangan antar wilayah serta 
ketimpangan akses terhadap pendidikan 
dan layanan kesehatan dasar 
memperlihatkan bahwa kebijakan 
pembangunan dan intervensi sosial yang 
ada belum sepenuhnya menjangkau 
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kebutuhan masyarakat secara merata dan 
berkelanjutan. Di tengah kondisi ini, 
berbagai program sosial bermunculan 
sebagai respons dari pemerintah, sektor 
swasta, maupun kelompok masyarakat 
sipil, yang berupaya menangani persoalan 
sosial secara terstruktur dari tingkat 
komunitas hingga nasional. Namun 
demikian, efektivitas manajemen program 
sosial masih menghadapi berbagai 
tantangan, salah satunya adalah rendahnya 
tingkat partisipasi dari kelompok sasaran 
program. Kurangnya keterlibatan aktif 
masyarakat dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan, hingga evaluasi program 
menjadi hambatan signifikan dalam 
mencapai tujuan program sosial secara 
optimal. 

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam 
program sosial kerap kali disebabkan oleh 
model manajemen program yang masih 
didominasi pendekatan top-down, yang 
cenderung birokratis dan kurang responsif 
terhadap konteks sosial serta budaya lokal. 
Dalam pendekatan ini, perencanaan 
program umumnya disusun oleh otoritas 
pada tingkat tertinggi, kemudian 
diteruskan secara hierarkis ke level 
pelaksana yang lebih rendah. Pola ini 
merefleksikan struktur manajemen yang 
vertikal dan sentralistik, dengan distribusi 
kekuasaan (power) lebih terpusat pada 
kelompok elit pengambil keputusan. 
Sejumlah studi menunjukkan bahwa 
pendekatan top-down sering kali tidak 
mampu menyelaraskan antara perencanaan 
program dan kebutuhan nyata di tingkat 
lokal (Pambudi, 2022), memiliki 
keterbatasan dalam menjamin 
keberlanjutan program secara mandiri 
(Handoko, Marwah, & Widyastuti, 2017), 
serta berisiko memperkuat dominasi 
hierarki elit yang pada akhirnya membatasi 

partisipasi masyarakat dalam ranah 
pengambilan kebijakan (Roitman, 2016). 
Kondisi ini menegaskan perlunya 
pergeseran paradigma menuju model 
manajemen program sosial yang lebih 
partisipatif, kontekstual, dan inklusif, agar 
efektivitas dan keberlanjutan program 
dapat tercapai secara lebih optimal. 

Dalam hal ini, beberapa penelitian 
menunjukkan bahwa pendekatan berbasis 
komunitas menjadi salah satu alternatif 
model dalam manajemen program sosial 
yang efektif. Pendekatan ini menekankan 
pentingnya meningkatkan partisipasi 
masyarakat, kolaborasi antar-stakeholder, 
serta memperkuat pemberdayaan terhadap 
komunitas lokal. Dalam praktiknya, 
partisipasi masyarakat merupakan 
keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat 
dalam suatu program melalui proses 
desentralisasi strategi manajemen program 
dari bawah (bottom-up) guna mencapai 
kehidupan lebih baik di masa mendatang 
(Tilaar, 2009; Arnstein, 1969). Pendekatan 
partisipatif melibatkan masyarakat dalam 
perencanaan, implementasi, sampai tahap 
evaluasi (Susila, Laksmi, & Udaksana, 
2023). Di sisi lain, pendekatan kolaboratif 
mendorong sinergi dari berbagai stakeholder 
seperti pelibatan pemerintah, perusahaan, 
akademisi, LSM, masyarakat, dan media 
(Nainggolan, Pengembangan Desa Wisata 
Kertarahayu Mitra Binaan CSR PT. 
Cikarang Listrindo Tbk di Kecamatan Setu 
Kabupaten Bekasi, 2024). Kolaborasi 
menjadi penting karena merupakan salah 
satu kunci utama dari keberhasilan sebuah 
program, dengan komitmen yang terjalin 
dari beberapa pihak, maka akses terhadap 
sumber daya dan proses implementasi 
program akan semakin mudah (Nurhadi et 
al., 2024; Ibrahim, 2022). Selain itu, praktik 
pemberdayaan berorientasi pada 
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peningkatan kapasitas, keterampilan, serta 
penguatan potensi individu dan kelompok 
agar dapat memiliki kendali penuh atas 
keputusan yang akan mempengaruhi 
hidupnya (Sukoco et al, 2025; Hapiatun & 
Malthuf, 2024; Astawa et al., 2022; 
Bakarbessy, 2025; Nurismail, 2024; 
Mulyanti et al., 2022). 

Beberapa literatur menunjukkan bahwa 
implementasi dari pendekatan berbasis 
komunitas yang baik akan mampu 
meningkatkan tingkat keberhasilan 
program sosial, serta cenderung memiliki 
nilai-nilai keberlanjutan yang dirasakan 
oleh kelompok sasaran dari program terkait 
(Aditya & Ardiyantika, 2024; Akhrani et al., 
2021; Najamudin & Al Fajar, 2024). Namun 
di sisi lain, realitas empiris di lapangan 
menunjukkan bahwa penerapan 
pendekatan berbasis komunitas, seperti 
partisipatif, kolaboratif, dan 
pemberdayaan, tidak selalu berlangsung 
sesuai dengan harapan atau perencanaan 
awal. Masih banyak program sosial yang 
belum berhasil mengoptimalkan 
keterlibatan masyarakat secara 
menyeluruh, mengalami hambatan dalam 
menjalin kolaborasi yang efektif antar aktor, 
serta menghadapi kesulitan dalam 
mengimplementasikan prinsip-prinsip 
pemberdayaan secara konsisten. Kondisi ini 
berdampak pada rendahnya tingkat 
keberlanjutan program sosial yang 
dijalankan.  

Berbagai studi menunjukkan bahwa 
tantangan dan hambatan merupakan aspek 
yang tidak terhindarkan dalam proses 
pelaksanaan program sosial, baik dari aspek 
struktural, kultural, maupun kapasitas 
sumber daya yang terlibat. Oleh karena itu, 
kajian yang lebih mendalam mengenai 
bagaimana pendekatan partisipatif, 

kolaboratif, dan pemberdayaan 
diimplementasikan dalam konteks 
manajemen program sosial di Indonesia 
menjadi penting, guna memperoleh 
pemahaman yang komprehensif mengenai 
faktor-faktor pendukung maupun 
penghambat keberhasilan program, serta 
untuk merumuskan strategi intervensi yang 
lebih kontekstual dan berkelanjutan. 

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji 
literatur yang membahas implementasi 
pendekatan berbasis komunitas dalam 
manajemen program sosial, dengan fokus 
pada tiga prinsip utama: partisipatif, 
kolaboratif, dan pemberdayaan. Melalui 
telaah terhadap berbagai sumber akademik 
yang relevan, artikel ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi dalam 
memperkaya pemahaman konseptual 
sekaligus menawarkan wawasan praktis 
mengenai efektivitas ketiga pendekatan 
tersebut dalam merespons kebutuhan sosial 
serta mengatasi permasalahan sosial di 
Indonesia yang bersifat kompleks dan 
multidimensional. Kajian ini juga 
diharapkan menjadi landasan untuk 
merumuskan strategi manajemen program 
sosial yang lebih kontekstual, inklusif, dan 
berkelanjutan. 

METODE 
Metode penelitian yang digunakan dalam 
artikel ini adalah Systematic Literature 
Review (SLR). SLR merupakan suatu 
pendekatan metodologis yang bertujuan 
untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, 
mengevaluasi, dan menganalisis secara 
kritis berbagai studi yang relevan dengan 
topik penelitian melalui prosedur yang 
terstruktur dan sistematis (Rivera, Ochoa, 
Larrinaga, & Lasa, 2022). Metode ini 
memungkinkan peneliti untuk memperoleh 
pemahaman yang mendalam dan 
komprehensif terhadap perkembangan 



Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial 
ISSN: 2620-3367 (Online) Vol. 9 No. 1 Juli 2026 Hal : 22 - 38 

Available Online at jurnal.unpad.ac.id/focus 
 

 
26 

 

teori, temuan empiris, serta kesenjangan 
penelitian yang ada dalam bidang yang 
dikaji. Dalam pelaksanaannya, proses SLR 
dalam penelitian ini dilakukan melalui 
beberapa tahapan, yaitu: (1) perumusan 
pertanyaan penelitian yang jelas dan 
terarah; (2) penetapan kriteria inklusi dan 
eksklusi untuk pemilihan literatur yang 
relevan; (3) pencarian artikel akademik 
melalui basis data ilmiah seperti Scopus, 
Web of Science, dan Google Scholar pada 
rentang waktu 2019-2024; (4) seleksi 
literatur berdasarkan relevansi, kualitas, 
dan kesesuaian topik; serta (5) analisis 
tematik terhadap isi artikel yang terpilih 
untuk mengidentifikasi pola, tantangan, 
serta kontribusi konseptual dan praktis dari 
pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan 
pemberdayaan dalam manajemen program 
sosial. Hasil dari kajian ini tidak hanya 
memberikan pemetaan atas pengetahuan 
yang sudah ada, tetapi juga menyajikan 
rekomendasi strategis untuk 
pengembangan program sosial berbasis 
komunitas di Indonesia 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pendekatan Partisipatif dalam 
Manajemen Program Sosial 

Dalam Ladder of Citizen Participation, 
Arnstein (1969) mengemukakan bahwa 
partisipasi masyarakat merepresentasikan 
suatu bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh 
warga untuk memengaruhi proses 
pengambilan keputusan, menyelesaikan 
persoalan yang dihadapi, serta 
meningkatkan kualitas hidup secara 
keseluruhan. Hobley (1996) menambahkan 
bahwa partisipasi masyarakat dapat 
dipahami sebagai bentuk keterlibatan aktif 
yang ditinjau dari sejauh mana masyarakat 
berperan dalam kegiatan atau program 
yang sedang dilaksanakan. Sementara itu, 

Cohen dan Uphoff (1977) mendefinisikan 
partisipasi masyarakat sebagai 
keikutsertaan individu atau kelompok 
dalam suatu program, baik dalam tahapan 
perencanaan, pelaksanaan, maupun 
pemanfaatan hasil, yang berdampak pada 
penerimaan manfaat secara material 
maupun nonmaterial. Berdasarkan 
pandangan tersebut, partisipasi masyarakat 
dapat dimaknai sebagai suatu proses 
interaktif dan transformatif yang 
mendorong keterlibatan aktif masyarakat 
dalam pengambilan keputusan, 
implementasi, serta evaluasi program, 
sehingga memastikan bahwa masyarakat 
tidak hanya menjadi objek, tetapi juga 
subjek pembangunan yang menikmati hasil 
dari keterlibatannya secara langsung. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 
pendekatan partisipatif memberikan 
manfaat yang signifikan dalam 
meningkatkan keterlibatan masyarakat 
dalam program sosial, baik dalam tahap 
perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi 
(Muhamnu et al., 2024; Susila et al., 2023). 
Pendekatan partisipatif  juga telah terbukti 
dapat memberikan dampak positif 
terhadap berbagai sektor, mulai dari 
kesiapsiagaan bencana, hingga pengelolaan 
lingkungan serta pembangunan desa. 
Muhamnu et. al (2024) menunjukkan bahwa 
pendekatan partisipatif dalam sosialisasi 
lingkungan berhasil meningkatkan 
kesadaran terhadap konservasi alam dan 
pengelolaan sampah. Kesadaran yang 
dimiliki masyarakat ini tidak hanya 
berhenti pada penyampaian informasi, 
tetapi juga memiliki keberlanjutan dalam 
aksi nyata yang dilakukan masyarakat, 
yaitu berupa pemanfaatan sampah bekas 
makanan kemasan menjadi berbagai 
macam benda. Hal serupa juga ditemukan 
dalam studi yang dilakukan oleh Susila et 
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al. (2023) mengenai kesiapsiagaan bencana 
berbasis komunitas. Penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa pendekatan 
partisipatif melalui kegiatan pelatihan dan 
simulasi evakuasi berkontribusi signifikan 
terhadap peningkatan pemahaman 
masyarakat mengenai peran dan tanggung 
jawab masing-masing dalam upaya mitigasi 
bencana.  

Meskipun aktor utama dalam pendekatan 
partisipatif adalah keterlibatan masyarakat, 
beberapa penelitian menunjukkan bahwa 
pendekatan partisipatif tidak selalu dapat 
menyentuh grassroots atau mencapai 
kontrol penuh oleh masyarakat dalam hal 
pengelolaan programnya. Beberapa 
penelitian menunjukkan bahwa tingkat 
keterlibatan yang terjadi hanya sampai 
pada tahap kemitraan, tanpa adanya kuasa 
penuh dalam pengambilan keputusan oleh 
masyarakat (Sufriadi & Zakaria, 2021; 
Nomaini et al., 2021). Sebagaimana 
dikemukakan sebelumnya oleh Arnstein 
(1969) bahwa tingkat partisipasi masyarakat 
dalam sebuah program dapat dikategorikan 
dalam beberapa tingkatan, mulai dari non-
participation hingga citizen control. Dalam 
konteks program sosial berbasis komunitas, 
studi menunjukkan bahwa sebagian besar 
program masih berada dalam tingkat 
tokenisme, di mana masyarakat hanya 
dilibatkan dalam tahap konsultatif tetapi 
tidak memiliki kontrol penuh terhadap 
keputusan program (Sufriadi & Zakaria, 
2021). Dalam penelitian yang dikemukakan 
oleh Sufriadi & Zakaria, 2021, studi kasus 
pada program PAMSIMAS dikemukakan 
bahwa awalnya mendapatkan partisipasi 
tinggi dari masyarakat dalam tahap 
pembangunan, namun  pada akhirnya 
mengalami penurunan keterlibatan 
masyarakat saat berlanjut ke tahap 
pemeliharaan. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa keterlibatan masyarakat dalam fase 
awal tidak selalu berlanjut hingga fase 
selanjutnya tanpa adanya mekanisme dan 
strategi untuk mempertahankan 
keberlanjutan jangka panjang. Penelitian 
menunjukkan bahwa program sosial yang 
memberi masyarakat kewenangan lebih 
besar cenderung memiliki dampak yang 
lebih berkelanjutan (Tesya & Tukiman, 
2024; Sukoco et al., 2025).  

Terdapat beberapa faktor yang perlu 
diperhatikan untuk memastikan program 
sosial berbasis komunitas berjalan secara 
berkelanjutan. Pertama, pendanaan yang 
fleksibel dan berkelanjutan merupakan 
kunci utama agar masyarakat dapat 
mempertahankan program mereka tanpa 
ketergantungan sepenuhnya pada bantuan 
pemerintah. Studi oleh Nomaini et al. (2021) 
menunjukkan bahwa program yang 
menyediakan mekanisme crowdfunding 
berbasis komunitas cenderung bertahan 
lebih lama dibandingkan program yang 
hanya mengandalkan anggaran dari 
institusi eksternal. Kedua, pelatihan 
kapasitas masyarakat berperan penting 
dalam memperkuat keterampilan dan daya 
saing komunitas dalam mengelola program 
sosial (Fitrah et al., 2023; Setiawan & 
Berlianti, 2025). Pendidikan dan pelatihan 
berbasis komunitas memberikan 
masyarakat keterampilan praktis, baik 
dalam pengelolaan bisnis sosial, 
administrasi keuangan, maupun produksi 
berbasis komunitas, sehingga mereka dapat 
mempertahankan program tanpa 
ketergantungan pada pendampingan 
eksternal. 

Meskipun banyak program sosial berbasis 
komunitas telah menunjukkan keberhasilan 
dalam meningkatkan partisipasi 
masyarakat, tantangan utama tetap ada, 
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terutama dalam pendanaan, kebijakan, dan 
mekanisme kelembagaan (Nurismail et al., 
2024; Sufriadi & Zakaria, 2021). Beberapa 
penelitian menunjukkan bahwa program 
yang bergantung pada bantuan eksternal 
memiliki risiko keberlanjutan yang lebih 
rendah dibandingkan program yang 
memungkinkan masyarakat mengelola 
sumber daya mereka sendiri (Nomaini et 
al., 2021).  

Pendekatan Kolaboratif dalam 
Manajemen Program Sosial 

Dalam studi manajemen sumber daya, teori 
akses oleh Ribot dan Peluso (2003) 
menawarkan perspektif kritis terhadap 
distribusi manfaat, dengan menekankan 
bahwa akses tidak hanya bergantung pada 
kepemilikan hukum, tetapi juga pada 
kemampuan aktual untuk memperoleh 
manfaat melalui berbagai mekanisme 
sosial, kelembagaan, ekonomi, dan politik. 
Akses dipahami sebagai “bundel 
kekuasaan” yang memungkinkan individu 
atau kelompok, termasuk yang tidak 
memiliki hak legal, untuk tetap 
memanfaatkan sumber daya melalui relasi 
dan proses yang tersedia dalam sistem. 
Pendekatan ini relevan dalam konteks 
manajemen program sosial, di mana 
kolaborasi lintas aktor dan struktur menjadi 
kunci untuk memperluas akses dan 
kebermanfaatan program bagi kelompok 
sasaran. 

Dalam konteks manajemen program sosial, 
pendekatan kolaboratif memiliki 
kecenderungan untuk memastikan bahwa 
manfaat dan akses dapat didistribusikan 
lebih luas kepada masyarakat, melalui 
pelibatan berbagai aktor sebagai pemangku 
kepentingan, termasuk pemerintah, 
akademisi, komunitas lokal (LSM), sektor 

swasta, dan media. Jika merujuk pada teori 
akses oleh Ribot & Peluso (2003), program 
sosial yang menggunakan pendekatan 
kolaboratif tidak hanya bergantung pada 
regulasi dan kepemilikan formal yang 
menentukan siapa yang memiliki hak atas 
sumber daya, tetapi lebih berorientasi 
kepada bagaimana aktor-aktor yang terlibat 
dalam sistem dapat mengakses manfaat 
dari program dan memberikan manfaat 
untuk program melalui hubungan berupa 
relasi sosial maupun kelembagaan. 

Teori akses memberikan pemahaman 
bahwa praktik kolaborasi memungkinkan 
terjadinya redistribusi sumber daya dan 
memberikan kesempatan kepada kelompok 
masyarakat yang sebelumnya memiliki 
keterbatasan akses terhadap suatu sumber 
daya. Misalnya, model Kolaborasi 
Pentahelix dalam Pengembangan Desa 
Wisata mempraktikkan bentuk kolaborasi 
antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, 
komunitas lokal, dan media. Dalam hal ini, 
kolaborasi menunjukkan efektivitasnya 
dalam menciptakan sistem yang lebih 
inklusif dalam manajemen program sosial. 
Desa Wisata yang dikelola dengan 
menggunakan model Kolaborasi Pentahelix 
mampu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dengan membuka akses bagi 
kelompok yang sebelumnya tidak terlibat 
dalam sistem ekonomi wisata lokal 
(Nainggolan, 2024). Hal ini mencerminkan 
prinsip teori akses, bahwa keberhasilan 
distribusi manfaat tidak hanya bergantung 
pada hak kepemilikan atas destinasi wisata, 
tetapi juga pada kemampuan aktor-aktor 
dalam sistem pariwisata untuk memperoleh 
manfaat melalui relasi sosial, tata kelola 
modal, kebijakan, dan kelembagaan. Selain 
itu, peran sektor swasta melalui corporate 
social responsibility (CSR) tidak hanya 
berkontribusi dalam pendanaan tetapi juga 
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dalam pendanaan, tetapi juga dalam 
pendampingan dan fasilitasi program, 
memastikan bahwa desa wisata 
berkembang dengan pendekatan yang 
berkelanjutan. 

Kasus serupa ditemukan pada studi 
Rachmawan et al. (2021), dengan kondisi 
teori akses yang relevan juga dengan 
program Perhutanan Sosial. Masyarakat 
lokal sering kali tidak memiliki kepemilikan 
formal di atas lahan hutan, tetapi tetap 
memperoleh manfaat melalui praktik kerja 
sama dengan pemerintah dan stakeholder 
lainnya. Keberhasilan program Perhutanan 
Sosial tidak hanya bergantung pada hak 
legal yang diberikan kepada komunitas 
lokal, melainkan pada bagaimana 
masyarakat dapat mengakses manfaat 
melalui jaringan sosial, edukasi lingkungan, 
dan proses distribusi ekonomi yang 
berbasis komunitas. Kolaborasi dalam 
perhutanan sosial memungkinkan 
masyarakat dan komunitas lokal 
mendapatkan keuntungan dari sumber 
daya hutan tanpa harus memiliki hak legal 
atas lahan atau tanah. Lebih jauh lagi, studi 
kasus pada (Ibrahim, 2022) menunjukkan 
bahwa pemberdayaan UMKM dan akses 
terhadap jaringan keuangan dan 
collaborative governance telah meningkatkan 
kapasitas bisnis bagi para pelaku usaha 
UMKM. Pendekatan kolaboratif yang 
digunakan memungkinkan UMKM 
memperoleh akses ke sumber daya 
keuangan, pelatihan bisnis, dan akses 
terhadap pasar yang sebelumnya terbatas 
dan relatif sulit bagi para pelaku UMKM. 
Studi menunjukkan bahwa UMKM yang 
memiliki keterlibatan dalam jaringan 
kolaboratif lebih memiliki ketahanan yang 
baik dalam persaingan pasar yang 
kompetitif, karena tidak hanya 
mengandalkan kepemilikan aset, 

melainkan juga memanfaatkan proses non-
kepemilikan untuk mengakses modal. 

Pendekatan kolaboratif dalam manajemen 
program sosial telah banyak digunakan dan 
menjadi model utama dalam memastikan 
keberlanjutan, efektivitas, serta inklusivitas 
program yang melibatkan banyak 
stakeholder. Namun, keberlanjutan dari 
pendekatan kolaboratif dalam manajemen 
program sosial tidak hanya bergantung 
pada regulasi yang birokratis dan struktural 
serta kepemilikan formal, tetapi tergantung 
juga pada bagaimana aktor-aktor dalam 
sistem dapat mengakses dan 
mempertahankan manfaat dari sebuah 
program melalui proses yang lebih dinamis 
dan fleksibel. Beberapa studi yang 
menyoroti efektivitas pendekatan 
kolaboratif menunjukkan bahwa 
keberhasilan program sosial tidak hanya 
ditentukan oleh partisipasi masyarakat dan 
stakeholder lain di awal saja, kemampuan 
berbagai stakeholder mempertahankan 
akses terhadap sumber daya dan aliran 
manfaat dalam jangka panjang juga menjadi 
kunci utama untuk mencapai keberhasilan 
sebuah program sosial yang menggunakan 
pendekatan kolaboratif (Nurhadi et al., 
2024; Napisah et al., 2024). Strategi 
digitalisasi yang didukung oleh kolaborasi 
antara akademisi, sektor swasta, dan 
komunitas lokal, maka menghasilkan 
dampak berupa efektivitas promosi yang 
meningkat secara signifikan (Nurafifah et 
al., 2024).  

Pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan 
perikanan berbasis komunitas telah terbukti 
menjadi strategi yang efektif dalam 
meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir 
untuk mengelola sumber daya laut secara 
lebih berkelanjutan. Sistem pengelolaan 
perikanan tidak hanya berfokus pada aspek 
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ekonomi saja, tetapi juga 
mempertimbangkan aspek lingkungan dan 
sosial karena terdapat keterlibatan berbagai 
stakeholder, termasuk pemerintah, 
akademisi, sektor swasta, dan komunitas 
lokal. Literatur menunjukkan bahwa model 
kemitraan yang melibatkan banyak pihak 
dalam sektor perikanan memungkinkan 
masyarakat pesisir untuk memperoleh 
manfaat lebih besar dari industri perikanan 
tanpa harus memiliki kendali legal dan 
kendali eksklusif atas kawasan perairan 
(Winata, 2023).  

Meskipun beberapa literatur 
mengemukakan bahwa pendekatan 
kolaboratif telah berhasil mendorong 
efektivitas program sosial, 
keberlanjutannya sangat bergantung pada 
bagaimana koordinasi dan kerjasama antar 
aktor yang dilakukan dalam jangka panjang 
(maintenance). Jika program sosial tidak 
memiliki sistem regulasi yang fleksibel, 
proses pendanaan yang tidak transparan 
dan sistematis, program sosial yang 
menggunakan pendekatan kolaborasi 
seringkali menghadapi kendala dalam 
mempertahankan stabilitas kekuasaan 
antar-stakeholder. Dalam beberapa studi 
kasus, dominasi sektor tertentu 
(pemerintah, swasta, akademisi, atau 
masyarakat) dapat menyebabkan adanya 
sentralisasi dan ketidakseimbangan dalam 
pengambilan keputusan, yang pada 
akhirnya berisiko menghambat proses 
distribusi manfaat kepada individu atau 
komunitas yang paling membutuhkan 
(Nurhadi et al., 2024). Oleh karena itu, 
peneliti mendapati bahwa penting untuk 
memastikan bahwa setiap aktor dalam 
pendekatan kolaboratif memiliki hak dan  
kewajiban yang seimbang dalam proses 
pengelolaan sumber daya. 

Selain aspek sentralisasi kekuasaan, 
peraturan yang terlalu kaku juga menjadi 
tantangan dalam pendekatan kolaboratif. 
Beberapa kebijakan seringkali menghambat 
kreativitas, inovasi, dan inisiatif masyarakat 
lokal dalam mengembangkan program 
sosial yang lebih relevan dan cenderung 
lebih adaptif terhadap kebutuhan dan 
kondisi sosial dan budaya masyarakat lokal. 
Misalnya, dalam studi kasus perhutanan 
sosial dalam (Rachmawan, Seda, & 
Siburian, 2021), meskipun teori akses telah 
memberikan kesempatan bagi komunitas 
lokal dalam memperoleh manfaat tanpa 
harus memiliki kepemilikan legal, proses 
pembangunan legitimasi dan mekanisme 
kemitraan dengan stakeholder eksternal 
tetap menjadi faktor utama yang sangat 
menentukan keberhasilan dari proses 
pendistribusian manfaat (Rachmawan, 
Seda, & Siburian, 2021). Oleh karena itu, 
untuk memastikan keberlanjutan dari 
program sosial dengan pendekatan 
kolaboratif, diperlukan kebijakan yang 
lebih adaptif, koordinasi yang tepat dan 
optimal, dan mekanisme pendanaan yang 
memungkinkan masyarakat lokal memiliki 
kontrol lebih besar terhadap program sosial 
yang mereka jalankan (Nurhadi et al., 2024; 
Rachmawan et al., 2021; Ibrahim, 2022). 

Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat 
dalam Manajemen Program Sosial 

Pemberdayaan merupakan konsep yang 
mengaitkan kekuatan individu, sistem 
bantuan sosial, dan perilaku proaktif 
dengan perubahan kebijakan dan 
transformasi sosial (Perkins & Zimmerman, 
1995). Dalam manajemen program sosial 
berbasis komunitas, pemberdayaan tidak 
sekadar soal distribusi sumber daya, tetapi 
juga penguatan kapasitas individu untuk 
berpikir kritis, mengambil keputusan 
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strategis, dan beradaptasi dalam 
lingkungan sosial yang dinamis. 
Contohnya, pelaku UMKM tidak hanya 
diberi akses modal, tetapi juga dibekali 
pelatihan dan pendampingan agar mampu 
mengelola tantangan secara mandiri dan 
berkelanjutan. Sebagian besar studi 
menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak 
hanya berfokus pada peningkatan akses 
terhadap sumber daya, tetapi juga pada 
penguatan kapasitas lokal dan 
pengembangan keterampilan masyarakat 
agar dapat berpartisipasi aktif dalam 
pengambilan keputusan dan pengelolaan 
program sosial (Misalnya: Tesya & 
Tukiman, 2024; Malthuf & Hapiatun, 2024; 
(Nurismail, Rohendi, & Kusnadi, 2024). 

Beberapa program sosial berbasis 
komunitas yang berorientasi pada 
pemberdayaan juga mempertimbangkan 
aspek potensi lokal untuk mendorong 
kemandirian masyarakat sekitar, seperti 
halnya studi kasus pada penelitian Tesya & 
Tukiman (2024) yang melakukan budidaya 
maggot sebagai upaya strategi 
pengembangan ekonomi desa (Tesya & 
Tukiman, 2024). Selain itu, program 
pemberdayaan eks-ODGJ dalam (Sukoco et 
al., 2025) juga mencerminkan 
keberhasilannya dalam memberdayakan 
warga eks-ODGJ untuk dapat memiliki 
keterampilan membuat batik ciprat, hal ini 
mengarah kepada pemberdayaan dalam 
aspek sosial warga penerima manfaat, yaitu 
untuk menghilangkan stigma dan 
diskriminasi yang sering dialami oleh 
warga eks-ODGJ. Lalu, program 
pemberdayaan ekonomi melalui program 
PKK yang mendukung kesejahteraan 
perempuan dan keluarga juga 
mencerminkan adanya pemberdayaan 
komunitas pada aspek ekonomi dan sosial 
(Malthuf & Hapiatun, 2024). 

Dari berbagai literatur yang ditemukan, 
program sosial berbasis pemberdayaan 
tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan 
akses terhadap sumber daya ekonomi saja, 
tetapi juga memastikan dan mendorong 
agar komunitas memiliki kemampuan 
untuk mengelola sumber daya tersebut 
secara mandiri. Salah satu model 
pemberdayaan dalam pengelolaan akses 
oleh komunitas adalah Asset-Based 
Community Development (ABCD), yang 
berfokus pada kekuatan dan kapasitas 
lokal. Model program ini memanfaatkan 
aset dan potensi yang dimiliki komunitas 
lokal untuk dapat dimanfaatkan oleh 
mereka dalam mencapai kesejahteraan. 
Model ABCD dalam (Astawa et al., 2022) 
berhasil meningkatkan keterlibatan sosial 
lansia yang sebelumnya kurang memiliki 
peran dalam komunitas, melalui 
pengoptimalan aset sosial, keahlian, dan 
pengalaman lansia untuk berkontribusi 
secara aktif dalam kegiatan komunitas. 
Keberhasilan dari program ini 
menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak 
hanya memberikan akses terhadap sumber 
daya, melainkan juga membantu 
menciptakan lingkungan yang mendorong 
partisipasi aktif dari komunitas lokal dan 
peningkatan kapasitas individu dalam 
komunitas. 

Literatur tentang pemberdayaan ekonomi 
keluarga penyandang disabilitas dalam 
(Bakarbessy, 2025) menyebutkan bahwa 
model intervensi sosial yang berbasis 
pemberdayaan ekonomi memiliki dampak 
signifikan dalam meningkatkan 
kepercayaan diri dan kapasitas ekonomi 
bagi individu dengan disabilitas dan 
keluarga mereka. Jika ditelaah 
menggunakan perspektif strength-based, 
individu dengan disabilitas tidak 
dipandang sebagai kelompok yang 
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membutuhkan bantuan semata, tetapi juga 
sebagai bagian dari komunitas yang 
memiliki kekuatan dan potensi untuk 
berkembang. Model intervensi sosial ini 
juga sejalan dengan teori pemberdayaan 
dalam (Perkins & Zimmerman, 1995) yang 
menekankan bahwa pemberdayaan tidak 
hanya tentang memberi bantuan, tetapi juga 
tentang membangun kapasitas individu 
agar mereka dapat mengelola kehidupan 
mereka secara mandiri. 

Lebih jauh lagi, program pendampingan 
sosial dalam pengembangan usaha KUBE 
dalam (Nurismail, Rohendi, & Kusnadi, 
2024) juga merupakan contoh bagaimana 
pendekatan pemberdayaan dapat 
meningkatkan keterampilan dan stabilitas 
ekonomi bagi keluarga anggota program 
sosial. Dalam model pendampingan sosial 
berbasis pemberdayaan, individu yang 
terlibat dalam usaha KUBE tidak hanya 
menerima bantuan finansial, tetapi juga 
pelatihan dan pendampingan dalam 
pengelolaan usaha, yang memungkinkan 
mereka untuk beradaptasi dengan pasar 
dan membangun keberlanjutan ekonomi 
dalam jangka panjang. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa pendekatan 
pemberdayaan yang berbasis penguatan 
kapasitas individu dan komunitas lebih 
efektif dalam menciptakan perubahan yang 
bertahan lama dibandingkan dengan model 
intervensi yang hanya memberikan bantuan 
finansial. 

Program sosial yang berorientasi pada 
pemberdayaan juga memiliki relevansi 
dengan situasi krisis atau keadaan darurat, 
misalnya seperti yang terlihat dalam 
program bantuan sosial di masa pandemi 
dalam (Mulyanti & Akbar, 2021). Literatur 
ini menunjukkan bahwa pendekatan 
berbasis pemberdayaan dalam distribusi 

bantuan sosial selama pandemi tidak hanya 
bertujuan untuk memberikan bantuan 
ekonomi, melainkan memastikan juga 
bahwa individu dan komunitas memiliki 
kapasitas untuk pulih dari dampak krisis. 
Jika ditinjau menggunakan konteks 
strength-based, selain berorientasi pada 
pemulihan ekonomi, intervensi masa krisis 
juga pada peningkatan kapasitas komunitas 
dalam membangun ketahanan sosial, 
sehingga masyarakat dapat lebih siap 
menghadapi tantangan di masa depan. 

Temuan-temuan dari berbagai literatur 
menunjukkan bahwa pemberdayaan dalam 
program sosial berbasis komunitas tidak 
hanya tentang memberikan akses terhadap 
sumber daya, tetapi juga memastikan 
bahwa individu dan komunitas memiliki 
kapasitas untuk mengelola sumber daya 
tersebut secara mandiri. Teori 
pemberdayaan oleh Perkins & Zimmerman 
(1995) menekankan bahwa pemberdayaan 
merupakan proses multidimensional yang 
mencakup aspek psikologis, sosial, dan 
ekonomi, yang dalam pekerja sosial dapat 
dikaitkan dengan strength-based perspective 
dalam intervensi sosial. Studi tentang 
berbagai model pemberdayaan 
menunjukkan bahwa program berbasis 
penguatan kapasitas lokal, pendampingan 
sosial, dan pendekatan berbasis aset lebih 
efektif dalam menciptakan perubahan yang 
bertahan lama dibandingkan dengan model 
intervensi yang hanya berfokus pada 
bantuan finansial. 

Tantangan dan Evaluasi dalam 
Implementasi Program Sosial Berbasis 
Komunitas 

Meskipun ragam literatur menunjukkan 
keberhasilan pendekatan berbasis 
komunitas dalam manajemen program 



Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial 
ISSN: 2620-3367 (Online) Vol. 9 No. 1 Juli 2026 Hal : 22 - 38 

Available Online at jurnal.unpad.ac.id/focus 
 

 
33 

 

sosial, beberapa literatur lainnya juga 
menyebutkan bahwa tentu saja terdapat 
tantangan dalam proses implementasi 
program yang sering kali menghambat 
efektivitas dan keberlanjutan program 
dalam jangka panjang. Tantangan ini 
mencakup kesenjangan antara perencanaan 
dan pengawasan, hambatan birokrasi 
dalam kerja kolaboratif, rendahnya 
partisipasi masyarakat, keterbatasan 
sumber daya, serta kurangnya evaluasi 
berkelanjutan dalam program sosial (Ula et 
al., 2024; Nurismail et al., 2024). 

Salah Satu hal yang menjadi kendala utama 
dalam manajemen program sosial berbasis 
komunitas adalah adanya kesenjangan 
antara perencanaan dan pengawasan, yang 
menyebabkan program tidak berjalan 
sesuai target awal yang telah ditetapkan. 
Studi menunjukkan bahwa kurangnya 
mekanisme koordinasi yang baik dalam 
tahap implementasi seringkali menghambat 
efektivitas program sosial, sehingga terjadi 
ketidakseimbangan antara tujuan awal 
program dengan pelaksanaan di lapangan 
(Ula et al., 2024). Selain itu, kesenjangan 
antara tujuan awal dengan pelaksanaan ini 
juga berakibat pada minimnya akuntabilitas 
dalam pengelolaan sumber daya, yang juga 
menyebabkan ketidakefisienan dalam 
proses distribusi anggaran dan tenaga kerja. 
Sebagai upaya untuk mengatasi tantangan 
tersebut, diperlukan adanya penguatan 
sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih 
integratif agar perencanaan program dapat 
berjalan sejalan dengan mekanisme 
pelaksanaan yang lebih efektif. 

Hambatan birokrasi juga turut hadir 
menjadi tantangan dalam program sosial 
berbasis komunitas dalam praktik 
kolaborasi, dengan regulasi yang terlalu 
kaku sering kali memperlambat 

implementasi kebijakan dan membatasi 
fleksibilitas stakeholder yang terlibat dalam 
pengelolaan program (Nurismail, Rohendi, 
& Kusnadi, 2024). Sistem administrasi yang 
terlalu kompleks akan menyebabkan 
keterbatasan dalam pengambilan 
keputusan yang cepat dan berdampak pada 
proses distribusi sumber daya yang kurang 
optimal. Selain itu, birokrasi yang 
berlebihan juga seringkali menghambat 
keterlibatan komunitas lokal, karena 
prosedur yang terlalu panjang dan 
kompleks menyebabkan minimnya 
partisipasi masyarakat dalam tahap 
pengelolaan program. Oleh karena itu, 
sistem regulasi yang lebih fleksibel dan 
adaptif diperlukan untuk memastikan 
bahwa program dapat berjalan dengan 
lebih efisien dan responsif terhadap 
kebutuhan masyarakat lokal. 

Selain hambatan birokrasi, rendahnya 
partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan 
program sosial menjadi sebuah tantangan 
paling besar dalam keberlanjutan program 
berbasis komunitas. Literatur tentang 
program PAMSIMAS menunjukkan bahwa 
meskipun masyarakat aktif terlibat dalam 
tahap perencanaan dan pembangunan 
infrastruktur, tingkat partisipasinya 
menurun secara drastis dalam tahap 
pemeliharaan (Sufriadi & Zakaria, 2021). 
Kondisi penurunan partisipasi masyarakat 
ini menunjukkan bahwa keberhasilan 
program sosial tidak hanya bergantung 
pada keterlibatan masyarakat di awal saja, 
tetapi juga mengenai bagaimana komunitas 
dan masyarakat dapat secara mandiri tetap 
berkontribusi dalam pemeliharaan program 
agar tetap berjalan dan memberikan 
manfaat dalam jangka waktu yang panjang. 
Dalam upaya meningkatkan keterlibatan 
komunitas, perlu adanya mekanisme 
insentif dan edukasi berkelanjutan yang 
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menanamkan rasa memiliki terhadap 
program sosial, sehingga masyarakat dapat 
tetap berperan dalam pemeliharaan fasilitas 
dan infrastruktur yang telah dibangun sejak 
awal. 

Sumber daya menjadi faktor yang juga 
kritis dalam keberlanjutan program sosial 
berbasis komunitas, terutama dalam 
inisiatif yang berorientasi pada inklusivitas. 
Program perpustakaan berbasis inklusivitas 
menunjukkan bahwa keterbatasan sumber 
daya seringkali menjadi faktor utama yang 
menghambat operasional dan 
pengembangan layanan, terutama bagi 
kelompok rentan seperti anak-anak dan 
individu dengan disabilitas (Novianti et al., 
2023). Keterbatasan dari sumber daya ini 
tidak hanya mencakup aspek finansial saja, 
tetapi mencakup kapasitas pengelolaan dan 
dukungan kelembagaan juga, yang 
berakibat pada minimnya upaya inovatif 
dalam mempertahankan keberlanjutan 
program. Maka, integrasi dengan model 
pendanaan alternatif (crowdfunding, 
misalnya), kemitraan dengan sektor swasta, 
serta strategi penggalangan dana berbasis 
komunitas perlu diterapkan untuk 
memastikan keberlanjutan program sosial 
dalam jangka waktu panjang. 

Pada program yang memiliki sasaran 
kelompok rentan seperti anak jalanan, 
evaluasi dalam studi menunjukkan bahwa 
kendala utama dalam proses implementasi 
program adalah kurangnya pemantauan 
dan evaluasi berkelanjutan sebagai upaya 
pengukuran dampak jangka panjang 
(Dharmayanti & Kurniawan, 2022). 
Intervensi sosial bagi anak jalanan 
seringkali mengalami kendala dalam 
keberlanjutan pendidikan, rehabilitasi 
sosial, serta proses integrasi mereka ke 
dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan 

banyak peserta program yang kembali 
menghadapi kondisi sosial yang sulit 
setelah berakhirnya program. Untuk 
mengatasi tantangan ini, evaluasi berbasis 
data (evidence-based) perlu diperkuat agar 
program dapat lebih efektif dalam 
menciptakan solusi jangka panjang dan 
berkelanjutan, terutama dalam memastikan 
akses pendidikan dan layanan sosial bagi 
anak jalanan. 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik 
manajemen program sosial berbasis 
komunitas yang mengadopsi pendekatan 
partisipatif, kolaboratif, dan 
pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa 
ketiga pendekatan tersebut memiliki peran 
saling melengkapi dalam mendorong 
keberlanjutan dan efektivitas program. 
Pendekatan partisipatif memungkinkan 
masyarakat menjadi subjek aktif dalam 
proses perencanaan dan pelaksanaan 
program, meskipun dalam banyak kasus 
partisipasi tersebut masih bersifat simbolik 
atau konsultatif. Hal ini menunjukkan 
pentingnya peningkatan kapasitas 
masyarakat agar mampu terlibat secara 
substantif dalam pengambilan keputusan. 
Sementara itu, pendekatan kolaboratif 
menunjukkan bahwa keberhasilan program 
sangat dipengaruhi oleh adanya kemitraan 
yang kuat antar pemangku kepentingan, 
termasuk pemerintah, organisasi 
masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, 
dan media. Model pentahelix menjadi 
acuan penting dalam menciptakan 
ekosistem kolaborasi yang mendukung 
sinergi lintas sektor, baik dalam 
perencanaan, pelaksanaan, maupun 
evaluasi program. Pendekatan 
pemberdayaan melengkapi kedua 
pendekatan sebelumnya dengan 
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menekankan pentingnya proses 
transformasi sosial melalui penguatan 
kapasitas individu dan kolektif. 
Pemberdayaan bukan hanya berfokus pada 
peningkatan keterampilan teknis, tetapi 
juga mencakup kesadaran kritis, 
kemandirian, dan kontrol atas sumber daya 
yang relevan dengan kehidupan 
masyarakat. Dengan demikian, integrasi 
ketiga pendekatan ini yang saling 
mendukung secara strategis dan 
operasional dapat menjadi landasan dalam 
merancang model manajemen program 
sosial yang kontekstual, berkelanjutan, dan 
inklusif. 
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